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2.1  Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penagihan dengan Surat Pelléaltanyak dilakukan
oleh peneliti terdahulu di beberapa Negara term&stdnesia. Beberapa peneliti
terdahulu yang berkaitan dengan Surat Paksa dsnytar,

Dalame-journal / jurnal akuntabilitas oleh Rifari Widya Kusumo (&)1
mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan SakaaFDan Penyitaan Dalam
Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor VMhayDirektorat Jenderal
Pajak Jawa Timur lll mengatakan bahwa Penagihaakmigngan surat paksa dan
penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Urdiatigrg Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndamgoN®& Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaksm Basal 8 dan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang PerubateenUndang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak detgiat Paksa masih belum
berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optinagiipenerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti MIAiR Sekolah Tinggi
lImu Ekonomi Indonesia, 2008 berjudul Analisis Hffitas Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Law EnforcemefPEi Pratama Cakung
Dua. Metode Analisis Data yang digunakan adahPerformance Index (TPI)
atau Indeks Kinerja Pemungutan Pajak diperoleh alergara membandingkan
realisasi pencairan tunggakan yang berasal damgiean pajak dengan surat
paksa dengan rencana atau target pencairan tungggiiag berasal dari
penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam peneiitiadiperoleh informasi
bahwa pada tahun 2006, seksi penagihan di KPP nRaxat@akung Dua
menetapkan rencana pencairan tunggakan sebesag Rp8.036.500 atau sekitar
4,30% dari keseluruhan total tunggakan awal yangnigbhnya Rp.
24.964.485.000. Pada akhir periode, yaitu 31 Desen#®06 jumlah yang
berhasil dicairkan dari jumlah tunggakan awal yadp adalah sebesar Rp.
1.242.100.000, sehingga dapat diketahui besarnyd@@&gormance Indeks adalah
161,20%. Angka Tax Performance Indeks yang melelfo ini menunjukan



bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat padtah efektif dilihat dari
realisasi pencairan tunggakan yang telah melekifntana pencairan tunggakan
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anton Waja Universitas
Indonesia, 2009 berjudul Analisis Efektifitas Pdhag Pajak Dengan Surat
Paksa Sebagai Upaya Law Enforcement di KPP Jakat@yoran Baru Satu.
Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa p#ataun 2005, seksi penagihan
di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu menetapkan mangancairan tunggakan
sebesar Rp.47.000.000.000 atau sekitar 25% daelufeban total tunggakan
awal yang jumlahnya Rp.188.089.564.000. Pada aldniode, yaitu 31 Desember
2005 jumlah yang berhasil dicairkan dari jumlahggakan awal yang ada adalah
sebesar Rp.80.547.821.000, sehingga dapat dikebalsarnya Tax Performance
Indeks adalah 171,36%. Angka Tax Performance Inglakg melebihi 100% ini
menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan pajak deogatrpaksa sudah efektif
dilihat dari realisasi pencairan tunggakan yanghtehelebihi rencana pencairan
tunggakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mayang Wijoyanti (2010), yang meneliti tentang Padp Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajpl Bi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Metodésinahta yang digunakan
adalah Metode statistik regresi linier sederhantuyatuk mengetahui seberapa
besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihankpd@ngan surat paksa
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pemaelithi dapat diketahui bahwa t
hitung > tabel (5,037 > 2,032) , memiliki tingkat signifikansi 0@ karena tingkat
signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal membuktikan bahwa
penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pgnggang siginikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurniawati (2008), yang meneliti tentang Pengafénagihan Pajak
Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajskndor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Menteng Dua. Metode Analisis Datag ydigunakan adalah
statistik deskriptif. Metode penyajian data disajikdalam bentuk table dan
grafik. Hasil penelitian tersebut menunjukan hgarg signifikan dimana setelah



wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan pakaa maka wajib pajak
akan melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak
Adapun pengertian pajak yang diberikan oleh pakajakp sebagai

berikut:

a. Soemitro (2006:4) mengatakan bahwa pajak adalam irakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dgadisdkan) dengan
tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi), yaaggsung dapat
ditunjukan dan yang dilakukan untuk membayar paragah umum.
Definisi tersebut kemudian disempurnakan (208Pmenjadi:

Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak takgpada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnygurdikan untuk
publik saving yang merupakan sumber utama untuk membipyiliik
investment.

b. Soemahamidjaja (2009:5) mengatakan bahwa pajalatadatan wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pehgusardasarkan
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksinigaoarang dan

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraamumu

2.2.2 Efektifitas
2.2.2.1 Pengertian Efektifitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektifitas menpara ahli, antara
lain sebagai berikut:
1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pé&masan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang seszatar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jkegiatan yang
dijalankannya.

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi fgacéidaknya sasaran
yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakéndekati sasaran, berarti

makin tinggi efektivitasnya.
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2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfassamber daya,
sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yangrasesadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjqeat pada waktunya.

3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuramgyamenyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan Wwa&lah tercapai. Dimana makin

besar presentase target yang dicapai, makin tefggtifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efekts/italak menyatakan
tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkfark umencapai tujuan tersebut,
efektivitas hanya melihat apakah suatu program &tmiatan telah mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengwektivitas yang terkait
dengan perpajakan adalah perbandingan antaraasgsnerimaan pajak dengan

potensi pajak.

2.2.2.2. Indikator Efektifitas

Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efbktifis diperlukan
suatu idikator sebagai tolak ukur untuk mengetdimgkat keefektifan sesuatu.
Indikator Keefekfivan adalah ratio antara hasil pagutan statu pajak dengan
potensi hasil pajak dengan anggapan bahwa semuapeggk membayar seluruh

pajak yang terutang.

2.2.2.3. Tingkatan Efektifitas
Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimayeng didasarkan oleh
David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Dbni(2007:25-26) antara
lain:
1. Efektivitas Individu
Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan sagi individu yang
menekankan pada hasil karya karyawan atau anggatardanisasi.
2. Efektivitas kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya indsating bekerja
sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok pekan Jumlah

kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
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3. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitaadividu dan kelompok.
Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu meat#fan hasil karya
yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah h&sirya tiap-tiap

bagiannya.

2.2.3. Utang Pajak

Pengertian utang menurut hukum perdata.

Utang adalah perikatan, yang mengandung kewajibgndalah satu pihak
(baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukmiulk melakukan sesuatu
(prestasi) ataupun tidak melakukan sesuatu, yangjaciehak pihak lainnya.
Dengan arti bahwa apabila pihak yang wajib melakyk@stasi tidak melakukan
hal itu atau jika pihak yang wajib pajak tidak niellkan sesuatu ternyata tidak
melakukan hal itu, maka akan terjadi contract hre@&hingga pihak yang
dirugikan dapatmenuntut pada pihak yang melanggar isi perikatasebeit di
pengadilan.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempanyduas dan
sempit. Utang dalam arti luas adalah segala ses@atg harus dilakukan oleh
yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatgrersemenyerahkan baran,
melakukan perbuatan tertentu, membayar harga bardag sebagainya.
Sedangkan utang dalam sempit adalah perikatan aedlgbat perjanjian khusus
yang disebut utang piutang, yang mewajibkan dehbittuk membayar (kembali)
jumlah utang yang telah dipinjamkan dari krediti@rmasuk dengan bunganya
apabila dijanjikan demikian.

Hukum pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdaleh karena itu
ketentuan utang dalam hukum perdata juga berlalamdaukum pajak. Hanya
saja pengertian pajak (atau lebih tepat utang pajalam hukum pajak tergolong
dalam utang (sesuai hukum perdata) dalam arti $eyang mewajibkan wajib
pajak (yang menjadi debitur) untuk membayar sejiimlang tertentu kedalam
kas Negara (yang merupakan kreditur) sesuai dehgdéentuan perundang-
undangan perpajakan.
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Pengertian Utang Pajak menurut Marihot P. Siah&d0§20) adalah
“Utang pajak merupakan utang yang timbul secaraskfiukarena Negara
(kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secaedds, siapa yang akan dijadikan
debiturnya, seperti halnya dalam hukum perdata. ikiaterjadi karena utang
pajak timbul karena undang-undang.

Utang Pajak timbul secara otomatis dari adanya jearapajak subjektif
(kewajiban yang melekat pada subjeknya, dalamrialbjek pajak) dan objektif
(kewajiban yang melekat pada objeknya) dalam hailbjek pajak yang dipenuhi
oleh wajib pajak. Utang Pajak memiliki sifat memakgitu pelunasan utang
pajak dapat dipaksakan secara langsung oleh negara.

Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengathulnya utang
pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu :
1. Ajaran Materil
Ajaran materii menyatakan bahwa utang pajak timbkdrena
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseodienai pajak
karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapamingkan utang
pajak. Ajaran ini konsisten dengan peneragainassessment sistem.

2. Ajaran Formil
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbubreka
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskesn@rintah). Ajaran ini
konsisten dengan penerapzficial assessment sistem.

Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan beraktau terhapus
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
1. Pembayaran
Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak demganggunakan
surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipeisam Pembayaran
pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, KaRfos dan Giro atau di
Bank Persepsi.
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2. Kompensasi
Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyajihen berupa
kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan peandaypajak dapat
dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya upuma

dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihanl iHa untuk
memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajalpua fiskus, maka

diberikan batas waktu tertentu untuk penagihankpaja

4. Penghapusan utang
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondis\gib Pajak yang
bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkeh pihak-pihak

yang berwenang.

5. Pembebasan
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semgatitetapi karena
ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukakaikem dengan
kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatipenanaman
modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajalk yangka

waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayahyah tertentu.

2.2.4. Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsdden konsekuen
diharapkan akan dapat membawa pengaruh positibdah kepatuhan Wajib
Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal imupadan posisi strategis
dalam meningkatkan penerimaan negara dari sekt@k pgehingga tindakan
penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan peaeati pajak yang tertunda.
Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombalandamenyelamatkan

penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itsi gekagihan merupakan
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seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Dinettdenderal Pajak. Dalam
pelaksanaaanya penagihan pajak haruslah diland@sidEnperaturan perundang
— undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kakuatkum baik bagi wajib
pajak maupun aparatur pajaknya.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111) PenagilRajak adalah
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melutesj pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatidaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksagusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandenaajyal barang yang telah
disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang gieaa pajak dengan surat
paksa).

Menurut Soemitro (2008:76), Penagihan Pajak adalatbuatan yang
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajijalpéidak mematuhi ketentuan
Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembagayakterutang.

Menurut para ahli, Penagihan pajak adalah perbuatag dilakukan oleh
fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentwdmdang-Undang Pajak,
khususnya mengenai pembayaran pajak yang terupanggihan pajak meliputi
kegiatan pembuatan dan pengiriman surat pengirisizat teguran, surat paksa
penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan.

Menurut Undang-Undang, Penagihan Pajak adalamgeain tindakan
agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dga penagihan pajak dengan
menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagekatika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahmlaksanngakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjualdogaagy telah disita.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkahwa penagihan
pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktdenderal Pajak atau fiskus
karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undamdgng pajak, khususnya
mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakarripergisurat peringatan,
surat teguran, penyitaan, pelelangan.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahuémiberikan surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain gajanis. Surat lain yang sejenis

adalah surat yang dipersamakan dengan surat tegtaasurat peringatan.
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Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jaoipd pembayaran
pajak. Surat teguran atau surat peringatan atai kun yang sejenis, sekurang-

kurangnya memuat:

a. Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak@aanggung pajak;
b Besarnya utang pajak;

C. Perintah untuk membayar; dan

d Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatulpdepembayaran yang

tercantum dalam surat teguran atau surat peringdtan surat lain yang

sejenis.

Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkarhthgri sejak saat jatuh
tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejghag ditunjuk oleh
bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari &egurat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis diterinagibwajak harus melunasi pajak
yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhh obajib pajak. Jika tidak
dipatuhi fiskus akan melakukan tindakan penagihajakp lebih lanjut, yaitu
penagihan pajak dengan surat paksa.

Menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat unariagihan pajak
pusat dan kepala daerah berwenang menunjuk peyaibak penagihan pajak
daerah. Apa yang dimaksud dengan pejabat daeralahageejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan juru ajek,pmenerbitkan surat
perintah penagihan seketika dan sekaligus, surdtsapasurat perintah
melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita,upgmgan lelang, surat
penentuan harga limit, pembatalan lelang, surahiaér penyanderaan dan surat
lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehuamndengan penanggung
pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh hutajak pnenurut Undang-undang

dan aturan daerah yang berlaku

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28nT200i7, perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tgritatentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan ma8ptat Keputusan yang

menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini :
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Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakulgihaa pajak dan/atau

administrasi berupa bunga dan/atau dendaat STagihan Pajak

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Suratagan Pajak. Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihak Pajd), apabila ;

1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ateank bayar.

2) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terhadagurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atah sais.

3) Kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasigzedenda atau
bunga.

4) Pengusaha dikenai pajak berdasarkan Undang-undaagk P
Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya, tetdak tmelaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Pajak
(PKP).

5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PengusateafXajak.

6) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Penguseha Rajak,
tetapi tidak membuat Faktur Pajak, atau membuatuFd&ajak tetapi
tidak tepat waktu, atau tidak mengisi selengkagraitur Pajak.

Dengan memperhatikan masalah diatas, sanksi administrasi yang

diterapkan adalah ;

a)

b)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang (nomor 1 dan 2) dalam Surat
Tagihan Pajak (STP) ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga 2%
sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung
sgjak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (nomor 4, 5, dan 6)
dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan
Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalatatsketetapan
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, junkiadit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarrsgksi

administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 10 (s#puahun sesudah

saat terutangnya, atau berakhirnya masa pajakamaghun pajak atau tahun

pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak luBayar (SKPKB) dalam

hal ;
1)

2)

3)

4)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganelaigata jumlah pajak
yang terutang kurang atau tidak dibayar.

Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dasargkp waktu yang
ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidalgajudisampaikan
sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Surat @egur

Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Hzatemn Nilai (PPN)
atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyatk tggharusnya
dikompesasikan selisih lebih pajak atau tidak sesrara dikenai tarif (nol
persen).

Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dd&asal 28 dan 29
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehinglgk tdapat

diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerapan Sanksi Administrasi atas pengeluarant Setatapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) adalah ;

a)

Dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SBFkarena alasan
pada nomor 1 diatas, jumlah kekurangan pajak teguthtambah bunga
sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitujak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak a@andpngan

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SBP
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b) Dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SB)Fkarena alasan
pada nomor 2, 3, dan 4, maka dikenakan sanksi &&traisi berupa
kenaikan sebesar ;

1. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurayarbdalam satu
tahun pajak.

2. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kudaogtong, tidak
atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dipotong atau
dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.

3. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Peamuaias Barang
Mewah yang tidak atau kuran dibayar.

Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam hgibAPajak tersebut
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidaego&akan, berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatéom tetap. Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditegbitkditambah sanksi
administrasi berupa bunga 48% (empat puluh delagar)jumlah pajak yang
tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan pajak yang terutang tercantum dalarat Stemberitahuan
(SPT) menjadi pasti menurut ketentuan Perundangngah perpajakan yang
berlaku apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh)risdesudah saat terutangnya

pajak atau tahun pajak, tidak diterbitkan ketetgpaak.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKRKBT
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPK®@lah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas hupdgk yang telah
ditetapkan atau dikoreksi atas ketetapan pajaksaibga.
Seperti halnya dengan Surat Ketetapan Pajak KuBaygr Tambahan
(SKPKBT), maka SKPKBT dapat dikeluarkan apabila ;
a. Berdasarkan data baru dan data yang semula beluomgkap,
menyebabkan pertambahan pajak yang terutang dalaat 8etetapan
Pajak sebelumnya.
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b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkapa (st penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKRKBT

C. Telah pernah diterbitkan ketetapan pajak.

Sanksi yang diterapkan atas diterbitkannya Sur#tipan Pajak Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT), adalah jumlah kekurangajakpyang terutang
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambaB&PKBT), ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100%uthaliah kekurangan pajak.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKderbitkan
berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak &ehendak sendiri, dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melaku@meriksaan administrasi
berupa kenaikan tidak dikenakan.

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Direktur JenderajakP dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarbBéwan (SKPKBT) (Pasal
15 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Barpajakan) ternyata
telah lewat. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar bedran (SKPKBT), tetap
dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi jperbunga sebesar 48% dari
jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dalahWegib Pajak setelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun dipidana karena melaktikaiak pidana perpajakan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusag membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau keleglirpenerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan pkgmajgang terdapat dalam
surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Sueputisan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surgtukisan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangatet&gan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat KeputuBengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusar&ian Imbalan Bunga.
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5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkeberatan terhadap
surat ketetapan pajak atau terhadap pemotonganpat@ungutan oleh pihak

ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan badan peradilark @dgs banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajulen\biajib Pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tgihan Pajak
(SPT).

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas\pagib Pajak tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengssieat pemberitahuan atau
karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkégh Wajib Pajak. Apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan gdajak yang dihitung dan
dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersaagktidak benar maka
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajads terutang sebagaimana
mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan pemgunaideingan perpajakan.
Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkadasarkan nota penghitungan
dengan melalui proses pemeriksaan.

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut dnésila, maka tindakan
penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemenksmgak dan setelah
diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Kepnti®ajak (STP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Bgngang menyebabkan
pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tenm@onbayaran yang
bersangkutan).
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Menurut Erly Suandy, (2008:173), bentuk penagihajalp ada tiga
macam, yaitu :

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan Blahtor Pelayanan
Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada \Wajdk agar melakukan
pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Sagihan Pajak
(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKR)rat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan eéman, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyabgbkilah pajak terutang
menjadi besar. Penagihan pasif merupakan tugasapasgn fiskus atau
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewaji@ansesuai dengan

Undang-undang yang berlaku.

b. Penagihan pajak aktif.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkda farrat Tagihan
Pajak (STP)/ Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surattdpan Pajak Tambahan
(SKPT) dimana Undang-undang telah menentukan tanggdn tempo. Fiskus
dapat melakukan penagihan aktif persuasive dimaaatdk Pelayanan Pajak
menghimbau kepada Wajib Pajak agar dilakukan pearbaypajak sebelum jatuh
tempo.

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagpaaif, dimana dalam
upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalamtigiak hanya mengirim Surat
Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak \$#&pi juga akan diikuti
dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksdekag.

C. Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakaaggen pajak yang
dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggqajgk tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi sklutang pajak dari semua

jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
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Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketikasdlaaligus tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasSikan Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Péjababila:

1.

Penangung pajak akan meninggalkan Indonesia urgl&ma-lamanya
atau berniat untuk itu.

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yangkdiatau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkagiatan

perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indlones

Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akaububarkan badan
usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau m&arekasahanya,
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki ditauasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya.

Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.

Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak pitetk ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligusasedkurangnya

harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Pengrgggajak.
2 Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4 Saat pelunasan pajak.
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligerbiikan oleh
Pejabat:
1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2 Tanpa di dahului Surat Teguran.
3. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4 Sebelum penerbitan Surat Paksa.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PBIR0ODS tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan SuratdRekB&laksanaan Penagihan
Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal wakakgenaan penagihan pajak

dapat digambarkan melalui skema dibawabh ini:

Gambar 2.2 Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pagihan Pajak

STP,SKPKB ‘ ) Surat . Surat
7 hari 21 hari
SKPKBT, dll " Tequral i Paksa
\/
~—~—— —
Jatuh Tempo
2 X 24 Jam
A

SPMP /
Penyitaan

Pengumuman

14 hari Pelaksanaan

Lelang Lelang

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tepgrobayaran sampai
dengan pengajuan permintaan penetapan tanggakdgrat pelelangan meliputi
jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijeladetragai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatiao surat lain
yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melumasg pajaknya
dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.

2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalangka waktu 21
hari setelah surat teguran, surat peringatan,sateat lain yang sejenis
diterbitkan namun penanggung pajak masih juga betoetunasi
utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana teytulmtam surat
paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangkatwaebagaimana
tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, makabpéjdapat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan PenyiBvP).



2.2.5.

24

4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pdglgan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyatanggung pajak
belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkaat perintah
tentang pengumuman lelang.

5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang term@&tanggung
pajak masih belum juga melunasi utang pajaknyaba¢jmelakukan
penjualan barang sitaan penanggung pajak melalunitoKa_elang

Negara

Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Pak

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan padan yang jelas

dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yarigit dapat mematuhinya.

undang-undang dan peraturan serta keputusan-kepuwasg mengatur tentang

penagihan pajak dengan surat paksa adalah selsgaitb

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentramim dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubathiiedggan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang PenagPajak
Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah tedsdgan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia  Nomor
24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dagP@&n Dengan
Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Sdkaligus
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraMesteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Henageketika

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

2.2.6. Surat Paksa
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Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabilaaljut@ginhan pajak
tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jegoipo pembayaran, atau
sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran tig@ki memenuhi
angsuran pembayaran pajak.

Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajibarmbayar pajak dalam
waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegurda p@nagihan selanjutnya
dilakukan oleh juru sita pajak.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasaiuf A1 (UU KUP) dan
Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19 tahun 20@8nte Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa yang berbunyi : Surat Paksahadatat perintah membayar
utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak &ananggung Pajak tidak
melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jampdedan Penanggung Pajak
tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan perset@ugsuran atau penundaan
pembayarannya..

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan laabwat paksa adalah
surat perintah membayar utang pajak dan biaya ffearagajak yang diterbitkan,
apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajakrg@asi dengan tanggal jatuh
tempo.

Sebagai surat yang mempunyai kekuatan hukum yaamif, ptentu
memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalamndlang-undang no.19 tahun 2000
sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tah@n Bf@sal 7 ayat 1
menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendaglan kepalanya bertuliskan
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha IBsddm Pasal 7 ayat 2
(UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat psddsarang-kurangnya harus
memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penamppajak.

2 Dasar penagihan.

3. Besarnya utang pajak.
4

Perintah untuk membayar.
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Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempukgeakteristik sebagai

berikut :

1) Surat paksa langsung dapat digunkan tanpa bantuasgm peradilan dan
tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.

2) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengessse akte, yaitu
putusan peradilan perdata yang telah mempunyaigtakiuhukum tetap.

3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak danabmgnagihannya.

4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan pemgtade

Adapun yang menjadi dasar hukum dikeluarkan Siraksa adalah

sebagai berikut :

1.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tanggal 2 Agus@@O ZTentang
Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentanggthan Pajak
Negara Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 20@hggal 2
Agustus 2000 Tentang Perubahan Kedua atas UndadgrdnNO. 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cangafdsan (Pasal
18 - 23 Tentang Penagihan Pajak).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nd/KMK.04/2000
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia M&/RKMK.04/1983
Tentang Tata Cara Mengasur dan Menunda Pembayajak Buncto
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepuatudso.
383/PJ.04/1985 Tentang Tata Cara Pemberian AngsiaanPenundaan
Pembayaran Pajak.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 TahwO 290.
565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentanga T@ara
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besangtzapasan.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 TahwO 290.
564/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentanga T@ara
Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar aliil&gerja Pejabat

Yang Menerbitkan Surat Paksa.
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 TahwO 290.
562/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentangr&y— Syarat,
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jur&atia

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penagihan pajagian surat

paksa adalah sebagai berikut :

1.

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pearersurat teguran
atau surat lainnya yang sejenis oleh pejabat yamgdnang atau kuasa
yang ditunjuk oleh pejabat setelah tujuh hari sejakuh tempo
pembayaran (Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMKR000
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa, Pagal b).

Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penangguajgk yang telah
disetujui untuk mengansur atau menunda pembayaijakrya.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibagak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari s#ifgkbitkannya surat
teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksgafighrundang No. 19
Tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paks&6lasa

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibagak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah lewat waktu 2 X 24 jarmakssprat paksa
diberitahukan kepadanya maka pejabat segera mikaarisurat Perintah
Melakukan Penyitaan (SPMP).

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang mtamits dibayar tidak
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat wakthari sejak tanggal
pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang asegalaksanakan
pengumuman lelang (Undang-Undang No. 19 Tahun 2B8€al 26 Ayat
la).

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang mtaits dibayar tidak
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat wakthari sejak tanggal
pengumuman lelang, pejabat yang berwenang segdaftukan penjualan
barang sitaan milik penanggung pajak melalui kariedang Negara
(Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajakgdye Surat
Paksa, Pasal 26 Ayat 1).
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7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang maaits dibayar tidak
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat wdlduhari sejak di
lakukan penyitaan atas barang yang dikecualikan mkrjualan secara
lelang, pejabat yang berwenang segera melakukgogtem, penggunaan
dan atau pemindahbukuaan barang sitaan miliki mpmanpajak.

8. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak ataargring pajak dapat
melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpaumggu tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak (Undang-Undang No.T4Bun 2000
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 6 Ayat 1)

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah segaran, surat peringatan
atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh @¢ja¥denurut pasal 8 ayat 1 (UU
Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat pakshitki&er apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak daradesyya telah
diterbitkan surat teguran atau surat peringatam sueat lain yang sejenis.

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan peragiajak seketika
dan sekaligus.

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagairercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penupeadoayaran pajak.

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengernyataan dan
penyerahan salinan surat paksa kepada penanggialg Pamberitahuan surat
paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajaksdnakan dengan cara
membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihakndatangani berita acara
sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah dhéd@n. Selanjutnya salinan
surat paksa diserahkan kepada penanggung pajaksutah paksa yang asli
diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam beata@ yang sekurang-
kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuaat @#ksa, hama jurusita
pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitawahpaksa

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajaildt gaksa terhadap
orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajakda
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a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usahadatempat lain yang
memungkinkan.

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataygnm bekerja di
tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggjal fidak dapat
dijumpai.

C. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiatyatag mengurus harta
peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninghalia dan harta
warisan belum dibagi.

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah menihghaia dan harta

warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajalgt saksa terhadap
badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, peoagggwab, pemilik
modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersaagk di tempat
tinggal mereka maupun di tempat lain yang memurgkinatau

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempabhaudadan yang
bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapatjungmai salah seorang

sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat @a#tberitahukan kepada
kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan jika Wajib Pajak
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka suekis@ diberitahukan kepada
orang atau badan yang dibebani untuk pemberesandilaiadasi. Jika tidak dapat
dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui petaérdaerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tingga, tempat usaha,
atau tempat kedudukannya, maka penyampaian sksa pilaksanakan dengan
cara menempelkan surat paksa pada papan pengumkangor pejabat yang
menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa afra lain yang
ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputuspal&elaerah.

2.2.7. Penyitaan
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Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang tidakadiloteh wajib pajak,
dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lew&at22 jam setelah surat paksa
diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggupakpdangka waktu 2 X 24
jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepadaggunng pajak melunasi
utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Rakgeébersangkutan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pagdau penanggung pajak
dalam jangka waktu ditentukan, kepala daerah ateyabpt yang ditunjuk
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyit&®MP) untuk menyita
barang milik wajib pajak atau penanggung pajak quelanasan utang pajak.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 4 Bu Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:

“Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melmasi utang pajak
menurut peraturan perundang-undangan”.

Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang tdlaampaikan terlebih
dahulu dengan didampingi oleh dua orang saksi mhridindonesia yang telah
dewasa, yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dhpatcaya (Undang-Undang
No.19 Tahun 2000 Pasal 12 Ayat 2 Tentang Penagiaak dengan Surat
Paksa).

Tujuan penyitaan adalah memperolehnamipelunasan utang pajak dari
Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dhlpsanakan terhadap semua
barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tetmgggal, tempat usaha,
tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat &bekalipun
penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintahksetakan penyitaan
jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajeiadelewat 2x24 jam setelah
surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan pearyj Jurusita Pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaa

3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
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Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 14 (1) Teramggihan Pajak
dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa Penyitaah dilgksanakan terhadap
milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggethpat usaha, tempat
kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang pelgugs berada ditangan
pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggusgbagai jaminan pelunasan
utang tertentu berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uangi,tudan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, gira bentuk lainnya yang
dipersamakan.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan kdpal dengan isi

kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai baraagg ydisita di
perkirakan untuk melunasi utang pajak dan biayaagiéan pajak. Hal lainnya
yang dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi sede@a mendahului
lainnya, kecuali terhadap ;

1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suaghgemman untuk
melelang suatu barang bergerak dan atau barangtetgerak.

2) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyel&arabarang tersebut.

3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelataga penyelesaian

suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan, apabila ;

1) Nilai barang yang disita tidak cukup untuk meluri@aya penagihan pajak
dan utang pajak.

2) Hasil pelelangan barang yang telah disita tidakupukintuk melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak derdisaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 dua orang yang telah dewasduguk Indonesia, dikenal

oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya. Setiagitpan Juru Sita membuat
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Berita Acara Pelaksanaan Sita, ditandatangani &leh Sita, Penanggung Pajak
dan saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Bé&dara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh penguruslekppeawalian, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai t@amsahaan. Penyitaan
dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidakr leeshlkan salah seorang
saksi dari pemda. Berita Acara Pelaksanaan Saadhtangani oleh Penanggung
Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaant&uap sah jika Penanggung
Pajak menolak untuk menandatangani. Salinan Bé&dara Pelaksanaan Sita
ditempelkan pada barang yang disita atau barang dsita berada ditempat
umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita.

Selain itu Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sgamdpaikan kepada:

1. Penanggung Pajak.
2. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannyaeatiear.
3. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kelganmlya sudah

Terdaftar.

4. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempgak tanah yang
kepemilikannya belum terdaftar.
5. Dirjen Perhubungan Laut, untuk kapal.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya mempaklaksana
eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya deogasan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenauntuk dapat diangkat
sebagi Juru Sita Pajak, harus memenuhi syaratistemantu yang ditetapkan
oleh Menteri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkatjade Juru Sita Pajak
adalah sebagai berikut:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Urataun yang
setingkat dengan itu;

Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Galdiga

Berbadan sehat;

Lulus pendidikan dan pelatihan Juru Sita Pajak; dan
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5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian

Juru Sita Pajak diberhentikan apabila :
Meninggal dunia;
Pensiun;

Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

Melakukan perbuatan tercela;

1

2

3

4. Ternyata lalai atau todak cakap dalam menjalankgast
5

6 Melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau

7

Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Tugas Juru Sita Pajak, ada 4 (Empat), yaitu :

a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketik&elealigus.

b. Memberitahukan surat Paksa.

C. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung Ipajdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

d. Melaksanakan penyandraan berdasarkan Surat PeAataandraan.

B. Juru Sita Pajak dalam melakukan tugasnya harusgiégi dengan kartu
tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Bguag Pajak.

C. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita berwenaemasuki dan
memeriksa semua ruangan temasuk membuka lemayidéctempat lain untuk
menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat dkédun, atau di tempat
tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yaapgatddiduga sebagai tempat
penyimpanan objek sita.

D. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sitadapat memip@atuan
Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangutm dan perundang-
undangan, Pemerintah daerah setempat, Badan pgeatamasional, Direktorat

Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bankmhak lain.
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E. Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kdPgjabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan kspat Menteri atau

Keputusan Kepala daerah.

2.2.8. Lelang

Apabila Wajib Pajak telah melunasi gtgmjak tetapi belum melunasi
biaya penagihan pajak maka penjualan secara |lééahgdap barang yang telah
disita tetap dapat dilakukan.

Pengertian Lelang menurut Keputusan Menteri KeaangNo.
304/KMK.01/2002 yaitu “Lelang adalah penjualan lb@rayang terbuka untuk
umum, baik secara langsung maupun melalui medikirefek dengan cara
pengosiran harga secara lisan dan atau tertuli@lmelisaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli”.

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidaKunmesi kewajiban
perpajakkannya dan terhadapnya, fiskus telah midakisegala upaya hukum
agar wajib pajak atau penanggung pajak akan meluea&jiban perpajakannay
dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, SurataPattan melakukan
penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlakig betang-barang milik wajib
pajak atau penanggung pajak dapat dilelang olehdfdelang Negara.

Penjualan secara lelang dilakukan di depan jueulsiang yang ditunjuk
untuk melaksanakan lelang. Lelang dapat juga Hanrtisebagai perjanjian jual
beli antara pihak penjulan dan pihak pembeli, bai&ngenai harga maupun

keadaan barang dengan syarat-syarat tertentu.

1) Syarat-syarat lelang ;
Syarat yang terkandung dalam pengertian lelanghgal
a) Lelang dilakukan dimuka umum.
b) Lelang dilakukan berdasarkan hukum.
c) Lelang dilakukan dihadapan pejabat.
d) Lelang dilakukan dengan penawaran harga,

e) Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat.
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f) Lelang ditutup dengan berita acara.
2) Pejabat lelang dan fungsinya.
a) Pejabat lelang atau juru lelang terdiri atas ;
1. Juru lelang juru kelas 1.

a. Pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri lgarman
khusus untuk petugas lelang.

b. Penerima uang kas negara, yang kepadanya ditugaskagai
juru lelang.

2. Juru lelang yang kedua.

a. Pejabat negara, pejabat lelang menjadi saksi teyjadelang,
baik bagi penjual pemilik maupun pemegang yang ateij
pekerjaan yang dikaitkan dengan jabatan juru lelang

b. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.

b) Fungsi pejabat lelang atau juru lelang adalah ;

1. Sebagai pemimpin lelang.
Pejabat lelang merupakan pejabat yang berwenangksagiakan
lelang. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau wakilygag
ditunjuk untuk menghadiri lelang hanya mendampipgjabat
lelang.

2. Sebagai hakim juri dalam lelang.
Jika dalam pelaksanaan lelang terjadi kesalahpathaatau
ketidakjelasan atau terjadi kericuhan, pajabatnteldarus bisa
mengatasi itu.

3. Sebagai saksi dalam lelang.
Pejabat lelang menjadi saksi terjadinya lelangk teigi penjual
pemilik maupun pemegang kuasa atau pembeli.

4. Sebagai comtable lelang.
Pejabat lelang melaksanakan tugas pemungutan uatog kas
negara berupa bea lelang untuk penerimaan pajak tahgsung

lainnya dan uang miskin untuk penerimaan Departehusmal.
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Untuk melakukan tindakan lelang harus melalui @dos-prosedur

dibawabh ini:

1.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disdtiesanakan paling
singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuniangemnelalui media
masa.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat tp#&e belas) hari
setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang begerak dilakukdsatu) kali dan
untuk barang begerak 2 (dua) kali.

Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilaingpabanyak
Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) tidak hadusnmumkan melalui
media massa.

Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang i mengajukan
permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelumdetilaksanakan.
Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksariaiang untuk
menentukan dilepas atau tidaknya barang yang ddeladan
menandatangani asli Rislah Lelang.

Pejabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan me&nbarang sitaan
yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadstp, ikeluarga sedarah
dan semenda dalam keturunan garis lurus, sertazangiiat.

Pejabat dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketensebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi sesuagagerperaturan
perundang-undangan.

Perubahan besarnya nilai barang yang tidak hamsuankan melalui

media massa.

Sebelum dilaksanakannya lelang, pejabat terlebihuldamelakukan

pengumuman di mess media atau disarana lain. Pemgamlelang ini dilakukan

sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan :

a. Permintaan Jadwal Waktu dan tempat lelang.
Jika setelah lewat 14 hari sejak tanggal SuranidriMelaksanakan

Penyitaan Wajib Pajak. Penanggung Pajak belummuegjanasi Utang
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Pajaknya, maka pejabat mengajukan permintaan peEmret@anggal
dan tempat pelelangan kepada Kantor Pelelanganr&legeempat.

b. Pengeluaran Surat Pemberitahuan Akan Dilakukarndpglan setelah
mendapatkan Laporan tentang tanggal dan tempat akan
dilaksanakannya pelelangan, maka Juru Sita segenaberitahukan
hal tersebut kepada Wajib Pajak atau Penangguiags Begara tertulis
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan akan R#aku
pelelangan atau Kesempatan Terakhir kepada Wajjak Patau

Penanggung Pajak.

Apabila tempat pelelangan telah dilakukan, Jurua Sfajak harus
mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelelangabue antara lain :

1) Surat Teguran (KP.RIKPA 4.6-97).

2) Surat Pemerintah Penagihan Seketika Sekaligus (KPAR4.7-97).

3) Surat Paksa (KP.RIKPA 4.9-97).

4) Laporan Pelaksanaan Akan Dilakukan Penyitaan.

5) Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyitaan.

6) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (KP.RIPK&-81).

7) Berita Acara Pelaksanaan Sita (KP.RIPKA 4.16-97).

8) Pemberitahuan Penyitaan Barang Tak Bergerak atasa n&/ajib
Pajak atau Penanggung Pajak (KP.RIPKA 4.16-97).

9) Permintaan Jadwal, Waktu dan Tempat PelelangarRIRRA 4.17-
97).

10) Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan (KR 4.18-
97).

Juru Sita Pajak datang ke tempat dimana barangupaigaan itu akan
dilelang untuk mendampingi Juru Lelang sesaat sabgbelelangan dimulai,
sebaliknya Juru Sita Pajak menanyakan Wajib Pajak ®enanggung Pajak
apakah utang pajaknya akan dilunasi. Seandainy@dbWajak atau Penanggung
Pajak dapat dan bersedia melunasi utang pajak, pelkéangan dibatalkan dan

apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan.
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Pada saat pelelangan sebaliknya Pejabat yanghg&rgan atau wakilnya
dapat menghadiri. Tepat pada juru yang ditentukatelangan segera dimulai.
Juru Lelang mengumumkan kepada calon pembeli tgragarat-syarat apa saja
yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untakenmtukan urutan
nama barang-barang yang disita akan dilelang. Risil penjualan barang telah
mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaglakganaanya maka
penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikBkan dengan segera kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Setelah selesai pelelangan maka Kantor Lelang,Sitet Pajak, atau orang
yang diserahi untuk menjual barang-barang sitaataporkan kepada atasannya
dengan membuat Laporan Hasil Pelelangan. Maka pemgan lelang itu
dibatalkan dengan membuat iklan pembatalan lelaadgnd media massa,atau
media cetak, atau media elektronik yang bersangkuta

2.2.9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Menurut Fidel (2010;47) Undang- Undang PenagirgakPdengan Surat
Paksa yaitu :
1. Falsafah UU PPSP N0.19/2000
a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlun
dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hiziat yang
merupakan objek pajak
b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan ragayaalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan

2. Tujuan perubahan UU PPSP No0.19/2000
a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu mpikian
jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilak&an tindakan
penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yemgaksa.
b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupgkeisi

strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
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c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsistan
berkesinambungan merupakan wujud lawan enferconuemtk
meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek Ipgiisobagi
Wajib Pajak

d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penamgyqajak
maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mekeyajgugatan.

Hal — hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP N20D9

a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan paagard
menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguraat, Beningatan
dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Rhlegzanakan.

b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihdn akiti

c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang riedipmisaris,
pemegang saham, pemilik modal.

d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikari genyitaan
dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggjakg

e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecuadkai lelang.

f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yaagatkan atas
prosentase tertentu dari hasil penjualan.

g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau peramhanding
oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan patean
penagihan pajak.

h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan carabene
batasan nilai barang yang .diumumkan tidak melaladia massa
dalam rangka efisiensi.

1) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperadeti gugi
dan permulihan nama baik dalam hal gugatannya dikab

j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihadx s@ngaja
mencegah, menghalang — halangi atau menggagalkaksaeaan

penagihan pajak
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Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksapenagihan

pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat BegdrSurat Peringatan atau

sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU PenagibgakPSurat Teguran, Surat

Paksa adalah surat perintah membayar utang pajekiaga penagihan pajak.

1)

2)

3)

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa dkarbapabila:
Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sadgpajan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkaat Seguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan pemagiajak seketika
dan sekaligus

Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagairtercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penupdadorayaran pajak

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dateal 40 ayat (1) UU

PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukajuaglsita dengan pernyataan

dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung yaajgkdituangkan dalam

berita acara.

Adapun tata cara dalam pemberitahuan dengan sakat@dalah sebagai

berikut :

1.

Juru Slta Pajak mendatangi tempat tinggal, temedtu#ukan wajib pajak
atau penanggung pajak dengan memperlihatkan tegwigepal diri. Juru
Sita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya maitoberitahukan
Surat Paksa dengan menyerahkan salinan Surat feagshut.
Jika Juru Sita bertemu langsung dengan wajib pajak penanggung
pajak, maka Juru Sita Pajak meminta kepada wajdk@dau penanggung
pajak akan memperlihatkan surat-surat keteranggk pang ada untuk
diteliti, seperti :
a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapark jgajgok dengan
jumlah tunggakan yang tercantum pada Surat Paksa.
b. Apakah ada surat keputusan pengurangan atau persgimptang
pajak.
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c. Apakah terdapat kelebihan pembayaran dari tahun jetais pajak
lainnya yang belum diperhitungkan.

d. Apakah terdapat hutang dalam Surat Paksa diajuédaer&tan.

3. Jika Juru Sita Pajak tidak menjumpai wajib pajaugtenanggung pajak,
maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diser&iekala :

a. Keluarga penanggung pajak atau orang yang bertertipggal
bersama wajib pajak atau penanggung pajak, dimaaagotersebut
telah akil baliq (dewasa dan bermental sehat).

b. Pejabat pemerintah setempat (Bupati / Walikota m&a/ Lurah)
dalam hal mereka yang pada point 1 diatas jug& thifampai oleh
juru sita. Pejabat-pejabat itu harus member taadgan pada Surat
Paksa dan salinannya, yang diperuntukan sebag#a @iketahuinya
dan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada wajdk mtau
penanggung pajak yang bersangkutan.

c. Juru Sita Pajak yang telah melaksanakan penagibgk mlengan
Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaant Saksa
(KP.RIKPA 49-97).

4. Jika penanggung pajak tidak dapat ditemuinya ddeagt, maka Juru Sita
Pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada

a. Salah seorang pegawai yang bekerja dikantornya.

b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misatri; Enak atau
pembantu rumah tangganya). Sebaliknya, apabilanggoag pajak
tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, pdmasa sudah
dibubarkan, atau tidak mempunyai kantor lagi makmatS Paksa
(salinanny) ditempelkan pada pintu utama kantoralgsj dimana
wajib pajak atau penanggung pajak semula berdomiBdpat juga
Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daegtemgat,
mengumumkan melalui media massa atau cara lain gaatapkan
oleh Menteri Keuangan.

5. Jika tunggakan pajak berbeda.
Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Pdksa,Sita Pajak

menemui persoalan seperti diatas yaitu tunggakamuroe Surat Paksa berbeda
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dengan tunggakan menurut surat ketetapan pajak gdagpada penanggung
pajak, maka Juru Sita tidak boleh mengubah apa temglis pada Surat Paksa
baik mencoret ataupun menambah pembentulannya.

Maka yang harus dilakukan Juru Sita Pajak untuk betutkannya adalah
dengan membawanya kembali ke KPP untuk diberikgrad@ seksi penagihan
dengan disertai laporan dan usulan agar dikeluafkarat Paksa yang baru
dengan menggunakan Nomor dan Tanggal yang samgasgiengganti Surat
Paksa yang tadi sesuai dengan data sebenarnyanildapat dilakukan pula atas
kesalahan atau perbedaan-perbedaan lainnya, nmasaakah satu perbedaan
alamat, nama dan lain sebagainya.

6. Jika penanggung pajak menolak Surat Paksa.

Adakalanya penanggung pajak menolak menerima JRaksa dengan
berbagai alasan yang disampaikan. Apabila alasaolgdean yang disampaikan
adalah karena kesalahan pasal perbedaan tunggajanmaka penyelesainnya
menggunakan point 5 diatas. Tetapi apabila penoldidasarkan pada alasan lain
seperti penanggung pajak sedang mengajukan kebatatamemberikan alasan
yang tidak jelas maka Juru Sita Pajak tetap mehyara salinan Surat Paksa
kepada penanggung pajak yang bersangkutan walgugmenggung pajak atau
wakilnya tetap menolak salinan Surat Paksa tergshlihan Surat Paksa tersebut
dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaatao tempat kedudukan
penanggung pajak atau wakilnya, dengan demikiaat®aksa tersebut dianggap
telah disampaikan atau diberitahukan. Undang-Unddmgl9 Tahun 2000 Pasal
10 Ayat 11) .

Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribaiditaalain sebagai

berikut :

1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usahadat@mpat lain yang
memungkinkan

2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atéagketja di tempat
usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak bersangkutan
tidak dapat dijumpai
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3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasat y@ng mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak menikggdahia dan harta
warisan belum dibagi

4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang takhinggla dunia dan
harta warisan telah dibagi

2.2.10. Daluwarsa Penagihan

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan juga niengaengenai
jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan gémen pajak. Apabila sudah
melampaui jangka waktu yang ditentukan maka halkuntelakukan penagihan

pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk knkén penagiha
pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biagaggean pajak, daluwarsa
setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhiturgkspenerbitan:

Surat Tagihan Pajak

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Surat Keputusan Pembetulan.

Surat Keputusan Keberatan.

Putusan Banding.

N o o bk~ 0 Dd PR

Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitsegk Surat Tagihan
Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. DdlahWajib Pajak mengajukan
permohonan pembetulan, keberatan, banding atanjpean kembali, daluwarsa
penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tahggnerbitan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan irBgnétau Putusan

Peninjauan Kembali.
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Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pagakangguh

apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa.

2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baigdang maupun tidak
langsung.

3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dawat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang peagan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkanddatung 5 (lima)

tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaaat&egersebut di atas.



